
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE. 
2018 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

 

 

ABSTRAK :  Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit laporan dana kampanye dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; bahwa untuk melaksanakan Pasal 

44 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota. 

  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan 

Keputusan KPU tentang pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 

2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 

Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU 

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja 

Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. 

 

 



 

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 247 Tahun 2018 diatur tentang :  

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.  

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 

148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Audit Laporan Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

CATATAN :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2018. 

- Lampiran 55 halaman. 


